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PENDAHULUAN

Rapat Dengar Pendapat Komisi IX DPR Rl dengan Kepala Badan Nasional
Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) dan
Plt. Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
(BKKBN) dibuka Ketua Rapat pada pukul 10.20 WIB, setelah kuorum
terpenuhi sebagaimana Peraturan Tata Tertib pasal 251 ayat (1) dan

: 2014-2015

: Rabu, 11 Februari 2015
|

: Rapat Dengar Pendapat

Terbuka
. 1. Kepala Badan Nasional Penempatan dan

Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
(BNP2TKI)

2. Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan
Kependudukan dan Keluarga Berencana
Nasional (BKKBN)

. Pukul 10.00 WIB - selesai
. Pendalaman Rincian Program dan Kegiatan

RAPBN-P  Tahun 2015 BNP2TKI dan
BKKBN

. Dra.Hj. Ermalena MHS/ Wakil Ketua Komisi

IXDPRRI;

: Muhammad Yus Igbal, SE/Kabag Sekretariat

Komisi IX DPR RI

. Mezzanine Meeting Room A, Hotel Aryaduta

JI. Prapatan No.44-48 Jakarta

DA orang dari 48 Anggota Komisi IX

DPRRI;
B. Kepala BNP2TKI beserta jajaran;
C. PIt. Kepala BKKBN beserta jajaran.

dinyatakan terbuka untuk umum.




KESIMPULAN

1.

Komisi IX DPR RI dapat memahami :

a. Alokasi anggaran BNP2TKI di dalam APBN Tahun Anggaran 2015
sebesar Rp. 393.280.870.000,- (tiga ratus sembilan puluh tiga
milyar dua ratus delapan puluh juta delapan ratus tujuh puluh
ribu rupiah).

b. Alokasi anggaran BKKBN di dalam APBN Tahun Anggaran 2015
sebesar Rp.3.294.657.740.000,- (tiga trilyun dua ratus sembilan
puluh empat milyar enam ratus lima puluh tujuh juta tujuh
ratus empat puluh ribu rupiah)

2. Komisi IX DPR RI akan mengkaji usulan program dan kegiatan

prioritas BNP2TKI dalam RAPBN-P Tahun 2015 yang akan diusulkan

dalam Tahun Anggaran 2016 yang meliputi:

a. Pemenuhan kekurangan sasaran pelayanan TKI sebesar
Rp.70.700.000.000,- (tujuh puluh milyar tujuh ratus juta rupiah).

b. Dukungan biaya pemulangan WNI overstayer dan TKI bermasalah
sebesar Rp.225.000.000.000,- (dua ratus dua puluh lima milyar
rupiah).

Dalam rangka peningkatan kualitas dan kesejahteraan Tenaga Kerja
Indonesia, Komisi IX DPR RI dan BNP2TKI bersepakat adanya
dukungan APBN sebesar Rp.1.500.000.000.000,- (satu triyun lima
ratus milyar rupiah), untuk Balai Latihan Kerja Luar Negeri yang akan
dialokasikan pada Kementerian Ketenagakerjaan Rl cq Ditjen
Binalattas

Komisi IX DPR RI akan mengkaji usulan program dan kegiatan
prioritas BKKBN dalam RAPBN-P Tahun Anggaran 2015 yang akan
diusulkan dalam Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp202.726.250.000,-
(dua ratus dua milyar tujuh ratus dua puluh enam juta dua ratus ribu
rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

a. Penyusunan peraturan pelaksana dari peraturan perundang-
undangan terkait BKKBN sebesar Rp6.882.000.000 (enam milyar
delapan ratus delapan puluh dua juta rupiah).

b. Pembinaan Kependudukan, KB, dan Pembangunan Keluarga
(KKBPK) bagi Mitra Kerja di Setiap Tingkatan Wilayah sebesar
Rp70.900.350.000 (fujuh puluh milyar sembilan ratus juta tiga ratus
lima puluh ribu rupiah).
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c. Pembinaan Mekanisme Pelayanan Dasar Masyarakat sebesar
Rp58.713.900.000 (/ima puluh delapan milyar tujuh ratus tiga belas
Juta sembilan ratus ribu rupiah).

d. Kegiatan GenRe Ceria melalui seni budaya sebesar
Rp15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah).

5. Komisi IX DPR RI meminta Kepala BNP2TKI dan PIt Kepala BKKBN
untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran melalui penajaman
program/kegiatan dengan memperhatikan aspirasi daerah sebagai
bentuk pelaksanaan representasi anggota DPR RI.

Rapat diakhiri pukul 12.25 WIB

KETUA RAPAT/
WAKIL KETUA KOMISI IX DPRRI,

A\

Dra.Hj. ERMAL¥|JA MHS
A-536 [

ALA BNP2TKI, Pit KEPALA BKKBN,

NUSRON WAHID Ir. AMBAR RAHAYU, MNS




